
GUBERNT]R LAMPITNG
PERATT'RAIT DAERAII PROVIITSI LIIUPUITG

I{OUOR L2 TAI{ITN 20,22

TEITTA.!TG

PEITDIRIAIT BA,DAN USAIIA UILIK DA.ERAII PERSEROAI| TERBATAS
(PTl. LlltrPIrNG SARAI|A KARYA (Perserodal

DEI{GAN RAHUAT TTIHAI{ YANG UAIIA ESA

GUBERIIT'R LIIUPUNG,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi di bidang
infrastruktur yang besar untuk dikelola dan dikembangkan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pendapatan daerah;

b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dapat berperan strategis
dalam pembangunan ekonomi bidang infrastruktur yang
dapat memberikan multiplier effed bagi perekonomian
masyarakat;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (21

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Peemrintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja,
dan Pasal 4 ayat (21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2Ol7 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Pendirian
Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik
Daerah Perseroan Terbatas (PT). Lampung Sarana Karya
(Perseroda).

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 95, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2688) dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8)
menjadi Undang-Undang;
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J Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O20
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2Ol9 (Covid- 19) dan/ atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O20 Nomor 134, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O terrtang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2Of 9 (Covid- 19)
dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 134,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6s16);
Undang-Undalg Nomor 25 Tahun 2O07 tentang Penanaman
Modal (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07
Nomor 67, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47241 sebagatmana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2O20 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara tahun 2O2O Nomor 254, Tambahan
kmbaran Negara 6573);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2O2O terltang Cipta Ke{a
(Lembaran Negara Republik Tahun 202O Nomor 24-5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 (l,embararl Negara Republi[
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 68Ol);
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahal lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor l1 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembar Negara tahun 2O2O Nomor 254,
Tambahan lrmbaran Negara 6573) sebagaimana tela]r
diubah dengan Undang-Undang Nomor ll Tahun 2O20
tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Tahun 2O2O
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi
Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 212, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6414);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2Ol1 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Tahun 2O|O-2O25 (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ollNomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5262);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2O2O (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 202O Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2Ol7 tentangBadan
Usaha Milik Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tarrrbahan [embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6385);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal
Dasar Perseroan Serta Pendaftaran pendirian, perubahan,
dan Pembubaran Perseroan yan Memenuhi Kriteria Untuk
Usaha Mikro dan Kecil (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 662O);

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2}lg Tentalg
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (Irmbaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan presiden Nomor 12 Tahun
2021 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);



Deagan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAI(ILAN RAI(YAT DAERAII PROVIilSI L/IUPI'NG
dan

GT'BERITI'R LAilPUITG

MEMUTUSKAN:
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Pengelolaal Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi
Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 70O);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 18 Tahun 2O 18
tentang Rencana Bisnis, Rencala Kerja Dan Anggaran, Kerja
Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahurt 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O 11 Nomor 1781);

22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2O19
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi t ampung Tahun 2Ol9-2O24 (Lembaran Daerah
Provinsi l,ampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan
lembar Daerah Nomor 5OO) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12
Tahun 2O21 (lembar Daerah Tahun 2O21 Nomor 12,
Tambahan t embar Daerah Nomor 512).

BAB I
TETEIYTUAIT UUT'U

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimalsud dengan:
1. Daerah adalah provinsi l,ampung.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur provinsi Lampung.

Menetapkan PERATURAN DAERAH TEI|TANG PEI{DIRIAN BADAN USNIA
urLrK DAERATI PERSEROAJI TERBATA"S (pT). L/lupuIIG
SARAI{A KARYA (Percerodaf



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi l"ampung.

5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetqiuan bersama Kepala Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

8. Perseroan Terbatas (PT). Lampung Sarana Kar5ra (Perseroda) selanjutnya disebut
Perseroan adalah BUMD Provinsi Lampung yang bergerak di bidang infrastruktur.

9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan
Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

10. Saham adalah tanda penyertaan modal atau kepemilikan perseroan.

ll.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang
dimiliki oleh penanam moda-l yang mempunyai nilai ekonomis.

12. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.

13. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ
Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini
dan/ atau anggaran dasar.

14. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan serta mewaki-li Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

15. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasErn
secara umum dan atau khusus dengan Anggaran Dasar serta nasihat kepada
direksi.

Pasal 2

Pendirian Perseroan dimaksudkan untuk mendukung pemerintah daerah dalam
mengelola dan mengembangkan potensi di bidang infrastruktur sebagai bagian dari
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

Pasal 3

Pendirian Perseroan bertujuan untuk:
a. memberikan manfaat bagi perkembangan bidang infrastrulrtur di daerah;b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ataujasa di

bidang infrastruktur sesuai kondisi, karakteristik dan potensi dairah berdasarkan
tata kelola perusahaan yang baik; dan

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 4

?3.11..r**ua penerapan tata kerola perusahaan yang baik, perseroan menerapkanprmslp:
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. pertanggungiawaban;
d. kemandirian; dan
e. kewajaran.
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BAB II
NA.MA, JANGKA WAKTU, DAN TEUPAT I(EDT'DT'XAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Perseroan Daerah PT. L,ampung
Sarana Karya (Perseroda).

Pasal 6

(1) Perseroan didirikan untuk jangka walrtu tidak terbatas.

(2) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandar Lampung.

(3) Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha, Perseroan dapat membuka kantor
cabang, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.

(4) Tata cara pembentukan kantor cabang, dan/ atau kantor unit usaha di daerah lain
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BA'B III
XEGIATAI{ USAIIA

Pasal 7

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 3, Perseroan
melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkupnya meliputi:
a. bidang jasa konstruksi, jasa konsultansi, jasa penyewaan peralatan berat, jasa

penguj ian/ penelitian, j asa advis teknis infrastruktur;
b. bidang produksi, distribusi dan jasa campuran aspal panas dan beton curah siap

pakai; dan
c. pengelolaan aset baik pada aspek peningkatan nilai tambah, keselamatan aset,

keutuhan dan pendayagunaan aset.

(2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan
dapat melakukan:
a. kerja sama dengan badan-badan atau instansi lain baik Pemerintah hrsat,

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Mitk Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
badan hukum, badan usaha dan swasta; dan

b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan; dan
c. pembentukan anak perusahaan dan/ atau memiliki saham pada perusahaan

lain.

BAB tV
MODAL

Pasal 8
(1) Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 2s.o0o.0oo.oo0,- (dua puluh lima milyarrupiah), yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
(2) Modal Perseroan terdiri dari Modal pemerintah Daerah dan pihak lainnya.
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Pasal 9

(1) Penyertaan modal daerah sebagai penyetoran modal saham dapat dilakukan dalam
bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya.

(2) Dafam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan
nilai wajar yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dianggarkan dalam
APBD.

Pasal 10

(1) Penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan
penambahan modal BUMD.

Pasal I I
(l) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 atau sebesar Rp. 6.25O.OOO.OO0,- (enam milyar dua ratus lima puluh
juta rupiah) pada saat pendirian harus ditempatkan dan disetor penuh.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimalsud dalam Pasal 9 dilakukan dalam kurun
waktu 6 (enam) tahun setelah didirikan serta disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(3) Perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor untuk selanjutnya
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Perincian penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebesar Rp. 25.OOO.OOO.0OO,- (dua puluh lima milyar rupiah) adalah sebagai
berikut:
a. Tahun 2O22 sebesar Rp. 6.25O.O0O.0O0,- (enam milyar dua ratus lima putuh juta

rupiah);
b. Tahun 2023 sebesar Rp. 3.75O.0OO.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta

rupiah);
c. Tahun 2O24 sebesar Rp. 3.750.0O0.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta

rupiah);
d. Tahun 2025 sebesar Rp. 3.750.00o.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta

rupiah);
e. Tahun 2o26 sebesar Rp. 3.750.000.0oo,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta

rupiah); dan
Tahun 2027 sebesar Rp. 3.750.O00.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta
rupiah).

BAA VI
I(ETEI| TUA.!5 PERALIHAJY

Pasal 12

f.

RUPS pertama diselenggarakan datam jangka waktu paring lambat 6o (enam puluh) harisetelah Perseroan memperoleh status badL hukum.
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BAB VII
PEITUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - L2 - 2022

GT'BERI{T'R I"AUPUIYG,

ARINAL DJUNNDI

dengan aslinya

ttd

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 12 - 2022

SEIIR.ETARIS DAERAH PROVIilSI LAilPUIfG,

Biro Hukum,

ttd
bina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

FAHRIZAL DARITIINTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVTNST LAMPUNG NOMOR (13_291 12022)


